
 

 

 
 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA                                                                            

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR    28    TAHUN  2018 

 

T E N T A N G 

 

URAIAN TUGAS JABATAN 

STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL  

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara  Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 82 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, 

maka perlu menyusun uraian tugas Jabatan Struktural dan Non 
Struktural sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara 

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural 
Badan Pendapatan Daerah  Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang–
Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960  tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Selatan-Tenggara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1964 Nomor  94,  Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 

Nomor  2687); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor  

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

SALINAN 
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2016 Nomor 13); 

6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 

STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL BADAN PENDAPATAN 
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA. 

 
BAB   I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal   1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 

2. Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tenggara; 

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara; 

5. Badan  adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara; 
6. Kepala Badan  adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara; 
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai 

Apartur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan 
organisasi negara; 

8. Jabatan Non Struktural adalah unsur pembantu pada eselon 
yang terendah. 

 

B A B   II 
 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI,  

TUGAS DAN FUNGSI 
 

Bagian Kesatu 
 

Kedudukan Organisasi 
 

Pasal   2 

Kedudukan Organisasi Badan adalah sebagimana telah diatur dalam 
Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara 
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
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Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 
 

Bagian Kedua 
 

Susunan Organisasi 

 
Pasal   3 

(1) Susunan   Organisasi  Badan adalah sebagaimana telah diatur 

dalam pasal 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 82 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 

 

(2) Peta Jabatan Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Gubernur ini. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
B A B   III 

Uraian  Tugas  Jabatan 
Pada Badan Pendapatan Daerah 

 

Bagian Kesatu 
 
 

Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Badan 
 

Pasal    4 
(1) Tugas Kepala Badan adalah memimpin, melakukan koordinasi 

pelaksanaan kegiatan dibidang pendapatan daerah, membina 

hubungan kerja dengan Instansi pemerintah, swasta dan lembaga 
masyarakat lainnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Badan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. melakukan perumusan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tenggara dibidang pendapatan sesuai dengan program 
kerja dan berdasarkan data kegiatan  tahun sebelumnya  serta 
ketentuan yang berlaku; 

b. mengkoordinasikan tugas-tugas Sekretaris,  para Kepala Bidang  
dalam lingkup badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan rapat berkala untuk mendapatkan masukan 

dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing 
serta upaya pemecahannya; 

d. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan 

para Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 
terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan; 
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e. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris para 
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung untuk 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan; 

f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pembinaan dan 
pengendalian  UPTB sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dan 

fungsi semakin efektif; 
g. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh 

kegiatan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan 

Badan  Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 
Instansi pemerintah dan swasta terkait untuk terarahnya 

kegiatan; 
h. memberikan pembinaan dan mengevaluasi kegiatan Sekretaris,  

para Kepala Bidang berdasarkan laporan dan rencana program 

kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 

kendala maupun permasalahan yang  dihadapi  agar dapat 
menata kembali mekanisme pelaksanaannya; 

i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

Badan Pendapatan  Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  secara 
berkala sebagai bahan masukan kepada Gubernur; 

j. membina pengembangan organisasi dan tata kerja Badan 

Pendapatan Daerah  Provinsi Sulawesi Tenggara  dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan 

dimasa yang akan datang agar dapat tercipta organisasi dan tata 
kerja yang efisien dan efektif; 

k. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 
 

(3)  Kepala Badan membawahi: 
a. Sekretariat;  

b. Kepala  Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi 
Pendapatan; 

c. Kepala  Bidang Pajak; 

d. Kepala  Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain; 
e. Kepala  Bidang Pembinaan dan Pengendalian. 

 
                                                  
 

Bagian Kedua 
 

Uraian Tugas Jabatan 

Sekretariat 
 

Pasal    5 
(1) Tugas Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi 

kepada seluruh perangkat Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat  mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 

a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan 
mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan 
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 
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b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 
sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 

tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 
c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang 

diberikan agar dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan 
penyelesaian tugas; 

d. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun sebelumnya 

dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan 
tugas; 

e. menilai pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian  agar dapat 
diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas 

dengan menyarankan upaya pemecahan; 
f. memantau pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan; 
g. mengawasi dan membina serta mengendalikan administrasi tata 

usaha, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta 
administrasi kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar pengelolaan dapat berjalan sesuai dengan rencana 

program; 
h. mengontrol keperluan rumah tangga dengan memeriksa daftar 

inventaris kebutuhan rumah tangga pimpinan  sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui kesiapan dan hasil 
penyalurannya; 

i. meneliti konsep surat naskah dinas, serta administrasi  
kepegawaian, keuangan dan program serta umum perlengkapan 
lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi  Sulawesi Tenggara 

sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi 
kesalahan; 

j. memeriksa konsep surat dan nota Kepala Badan serta 

mengoreksi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta 
izin cuti pegawai serta adaministrasi kepegawaian lainya 

berdasarkan ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku 
untuk disampaikan pada unit kerja yang berwenang; 

k. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan.  
(3)   Sekretariat   membawahi: 

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian; 
c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program. 

 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan  

 
Pasal   6 

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah 

melaksanakan urusan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah 
tangga badan dan menyiapkan perumusan rancangan peraturan, 

pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta melaksanakan 
inventarisasi perlengkapan dan perbekalan. 

 

 



6 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut: 

 

a. menyusun program kerja Sub Bagian sesuai petunjuk pimpinan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
dipedomani dalam pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada staf dengan menjelaskan pokok 
permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan dapat diselesaikan dengan baik; 

c. membina dan mengecek langsung tugas-tugas bawahan sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar terjalin kerja 
sama yang baik, serasi dan saling mendukung dalam 

melaksanakan tugas; 
d. mengonsep  surat dan naskah dinas yang berhubungan dengan 

tugas sesuai disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya 
pelaksanaan tugas; 

e. membagi tugas dan mengarahkan kepada bawahan dengan 

mendisposisi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing 
agar tidak terjadi  tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan 

rumah tangga badan sesuai ketentuan dan peraturan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan pengelolaan kehumasan dan rumah tangga badan 
untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;  

h. melaksanakan pengadministrasian surat menyurat sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya 
administrasi; 

i. mengkoordinir pengelolaan administrasi dan inventarisasi 
barang milik pemerintah sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 

j. melaksanakan inventarisasi perlengkapan dan pendataan kantor 
perbekalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas;  

k. mengoreksi dan paraf administrasi perjalanan dinas sesuai 
prosedur dan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 
oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas 
yang telah dianggap benar; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan. 

(3) Kepala  Sub Bagian Umum dan Perlengkapan  membawahi: 

a. Pengelola Data; 
b. Pengelola Perlengkapan dan Peralatan Kantor; 
c. Pengadministrasia Umum; 

d. Penata Usaha Arsip; 
e. Pengurus Barang;   

f. Operator Komputer ; 
g. Pengadministrasi  Perjalanan Dinas; 
h. Pramu Tamu ;  

i. Petugas Kebersihan; 
j. Petugas Keamanan; 

k. Pengemudi. 
 

Pengelola Data 
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Pasal    7 
 Pengelola Data  mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 

a. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek 
kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 
dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

b. memantau, obyek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar 
dalam pelaksanaan terdapat kesesuai dengan rencana awal; 

c. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam 
pelaksanaan; 

 
d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi 

lain dalam rangka pelaksanaanya, agar program dapat 

terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 
e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagai bahan 

penyusunan program berikuntya; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan.  
           

Pengelola Perlengkapan dan Peralatan Kantor  
 

Pasal 8 
Pengelola Perlengkapan dan Peralatan Kantor mempunyai uraian 

tugas jabatan sebagai berikut:               
a. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan data 

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; 

b. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis yang erat kaitannya 
dengan pelaksanaan tugas untuk dipedomani; 

c. mengontrol kondisi perlengkapan dan peralatan kantor sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproeses tindak 
lanjut;  

d. mencatat/mendata dan melaporkan kerusakan peralatan dan 
perlengkapan kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
bahan rencana berikutnya; 

e. mengusulkan biaya perbaikan/pemeliharaan peralatan dan 
perlengkapan kantor yang rusak kepada atasan agar dapat 

dilaksanakan proses tindak lanjuntya; 
f. memperbaiki kerusakan perlengkapan dan peralatan kantor 

sesuai perintah atasan agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang 

diharapkan; 
g. mendokumentasikan administrasi kegiatan belanja barang dan 

jasa, serta belanja modal sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk atasan. 

 
Pengadministrasian Umum 

 

Pasal  9 
Pengadministrasian Umum mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut: 
a. menyiapkan/mempelajari pedoman dan petunjuk teknis yang 

erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas untuk dipedomani; 
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b. menerima, mencatat, surat masuk/keluar sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian; 
c. memberi lembar disposisi pada surat, dan menyampaikan 

keatasan untuk diteruskan kepimpinan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian; 
d. menyalurkan surat masuk/keluar yang telah didisposisi/ 

ditanda tangani pimpinan, agar segera ditindak lanjuti; 
e. menata/mengelompokkan arsip surat masuk/keluar menurut 

jenis dan sifatnya, dan menyerahkan kepada petugas peñata 

arsip sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 
didokumentasikan;  

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan, semester dan 
tahunan kepada atasan atau pihak lain yang membutuhkan 
Informasi baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan  tugas Kedinasan lain sesuai petunjuk atasan. 

 

Penata Usaha Arsip 
 

Pasal 10 
Penata Usaha Arsip mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut : 

a. menerima surat masuk/keluar dan mengagenda surat dan 
menyortir surat yang akan disimpan menurut jenisnya sesuai 

prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
b. mengklarifikasikan dan memberi kode pada surat masuk 

maupun surat keluar yang akan disimpan menurut nomor, 

bulan dan tahun untuk memudahkan apabila dicari; 
c. mengatur surat keluar yang telah diberi kode kedalam order 

sesuai prosedur dan ketentuan untuk disimpan; 

d. menyusun surat–surat dinas lainnya dengan mencatat kedalam 
buku arsip sesuai dengan pola klasifikasi dan jadwal retensi 

arsip serta menyusun menurut urutan nomor, kode untuk 
memudahkan pengarsipan; 

e. mengarsipkan surat–surat atau naskah dinas dengan 

menggunakan kotak surat dan menyiapkan dalam rak arsip 
menurut urutan nomor, klasifikasi arsip untuk memudahkan 
penemuan kembali apabila dibutuhkan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 

 

Pengurus Barang 
 

Pasal   11 
Pengurus Barang mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis yang erat kaitannya 

dengan pelaksanaan tugas; 
b. menerima, memeriksa, mencocokan jumlah barang yang masuk 

sesuai dokumen pengadaan sebagai pedoman perhitungan yang 

sah; 
c. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada dilingkungan 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang 
berasal dari APBD maupun perolehan lain yang syah ke dalam 
Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), 
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buku Inventaris (BI) dan buku Induk Inventaris (BII), sesuai 

kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah untuk 
tertibnya pelaksanaan tugas; 

d. melakukan pencatatan barang milik daerah yang 
dipelihara/perbaiki dalam kartu pemeliharaan sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk proses tindak lanjut. 

e. mencatat dan menginput  belanja barang/jasa dan belanja 
modal kedalam Simda Asset  di BPKAD Prov. Sultra; 

f. menyiapkan dokumen/berita acara penyaluran barang sesuai 

peruntukannya dan usulan kebutuhan, agar tidak terjadi 
kelebihan penyaluran; 

g. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk proses tindak 
lanjut; 

h. membuat laporan penggunaan barang bulanan, semester serta 
laporan barang (LBPT) serta laporan inventarisasi 5 (lima) 
tahunan yang berada pada perangkat daerah  pengelola barang 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan. 
 

Operator Komputer 
 

Pasal  12 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut:  
a. menyiapkan kebutuhan perangkap komputer sebelum 

digunakan, sesuai kebutuhan agar dalam pelaksanaannya dapat 

berjalan dengan lancar; 
b. mempelajari data yang disampaikan pimpinan untuk diolah dan 

diprogram dengan komputer sesuai dengan perintah dan 
instruksi; 

c. melaksanakan tujuan operasional komputer sesuai dengan 

petunjuk teknis dan pengoperasian computer agar tugas dapat 
berjalan dengan baik dan benar; 

d. mengoreksi hasil ketikan dan menyampaikan keatasan untuk 

dikoreksi kembali dan dibubuhi paraf serta diteruskan 
kepimpinan untuk ditandatangani 

e. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 
perbaikan; 

f. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk 
memcegah kerusakan; 

g. mengarsipkan konsep dan hasil ketikan kedalam orner arsip 
yang berbeda, sebagai tanda bukti perintah dari atasan; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
                  

Pengadministrasi Perjalanan Dinas  
 

Pasal   13 
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Pengadministrasi Perjalanan Dinas mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut: 

a. mempelajari pedoman dan petunjuk yang erat kaitannya dengan 
pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam atau luar daerah; 

b. mengonsep surat perjalanan dinas sesuai dengan disposisi 
pimpinan untuk proses tindak lanjut; 

c. menyampaikan surat perintah perjalanan dinas kepada atasan 

sesuai prosedur untuk diteruskan ke pimpinan setelah diparaf 
untuk ditanda tangani; 

d. meneliti surat perintah tugas yang ditanda tangani pimpinan 

yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan agar tidak 
terjadi kesalahan pencatatan; 

e. mencatat kedalam buku administrasi perjalanan dinas, memberi 
nomor, tanggal, stempel dan menyalurkan kepada yang 
bersangkutan serta menyalurkan ke Subag Kepegawaiabn dan 

Keuangan dan Program untuk kebutuhan administrasi absen 
dan TPP; 

f. mengarsipkan kedalam orner perjalan dinas dalam dan luar 
daerah, agar mudah didapatkan jika dibutuhkan; 

g. membuat laporan bulanan  perjalanan dinas dalam dan luar 

daerah sesuai prosedur dan ketentuan sebagai bahan laporan; 
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban;  
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan. 

 
Pramu   Tamu  

 

Pasal  14 
Pramu Tamu mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a.   menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksnaan tugas berjalan 
lancar;   

b. menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sesuai perintah dan 
ketentuan yang berlaku  agar pelaksnaan tugas berjalan lancar; 

c. menyerahkan peralatan kebutuhan tamu dan meminta 

persyaratan administrasi yang diperlukan sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar pelaksnaan tugas berjalan lancar; 

d. memberi informasi kepada pejabat yang akan ditemui sesuai 
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

e.  mengantarkan tamu kepada pejabat yang dituju sesuai prosedur 

untuk tertibnya pelaksanaan tugas; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban;  
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan.  

 
Petugas Kebersihan  

 

Pasal  15 
Petugas Kebersihan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut: 
a. menerima dan mencatat nama dan tugas kebersihan dari pejabat 

yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
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b. mengusulkan untuk membuat rambu-rambu/peringatan tentang 
kebersihan baik didalam maupun diluar ruangan/kantor, agar 
kebersihan tetap terjaga; 

c. memberikan saran kepada perorangan/organisasi yang 
melanggar ketentuan yang berlaku agar kebersihan kantor tetap 

terjaga; 
d. melakukan monitoring setiap saat tentang kebersihan kantor, 

untuk keyamanan, keindahan kantor; 

e. memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk pencegahan; 

f. mengerjakan tugas sejenisnya sesuai dengan perintah atasan  

agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang diperioritaskan; 
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan.   

 
Petugas Keamanan 

 
Pasal   16   

Petugas Keamanan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut: 
a. menerima dan mencatat nama petugas keamanan dari pejabat 

yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
b. menerima Jadwal petugas keamanan sesuai prosedur sebagai 

dasar melaksanakan tugas; 
c. melakukan pengawasan, pemantauan dilingkungan kantor baik 

didalam maupun diluar ruangan terkait keamanan untuk segala 

hal yang akan menimbulkan kerawanan kantor; 
d. memberikan saran kepada perorangan/organisasi yang 

melanggar ketentuan yang berlaku agar keamanan tetap terjaga; 
e. mengerjakan tugas sejenisnya sesuai dengan perintah atasan  

agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang diperioritaskan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai 
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban;  

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan. 

 
P e n g e m u d i  

 
Pasal  17 

Pengemudi  mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 

a. memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, 
oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara 

ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik; 
b. memanaskan mesin kendaraan dengan menhidupkan mesin 

kendaraan guna mengetahui kelainan mesin; 

c. merawat kendaran dengan cara membersihkan mesin, ruangan 
dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih; 

d. mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan 

lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan 
dengan selamat; 

e. memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat 
beroperasional secara layak; 
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f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis atau lisan 
kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan. 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub  Bagian  Kepegawaian 

 
Pasal   18 

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah melaksanakn 

pengelolaan dan penataan administrasi kepegawaian lingkup 
badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut: 

a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan 
mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing–masing dengan 

berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 

sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang 

diberikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
dapat diketahui pelaksanaannya dan penyelesaian konsep; 

d. mengonsep surat dan naskah dinas sesuai disposisi dan 
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

e. menyusun program kerja sub bagian kepegawaian sesuai dengan 

petunjuk teknis dan arahan pimpinan untuk terarahnya 
pelaksanaan tugas; 

f.  menganalisis dan menghimpun data kepegawaian dalam rangka 

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja staf 
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 

g. mempersiapkan daftar nominatif, daftar urut kepangkatan 
pegawai, jumlah pegawai, status, pendidikan dan pangkat sesuai 
dengan ketetentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku 

sebagai bahan data; 
h. mengkoordinasikan dan mempersiapkan administrasi kenaikan 

pangkat, pegawai, usul pemberhentian/pensiun pegawai serta 
kasus-kasus yang menyangkut kepegawaian sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk diproses tindak 

lanjut; 
i. mempersiapkan administrasi kenaikan gaji berkala sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk proses 

lebih lanjut agar pegawai dapat menerima gaji berkala; 
j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-
undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan 
karier; 

k. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 
oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas 

yang telah dianggap benar agar tugas berjalan dengan baik; 
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
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m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan.   

(3) Kepala  Sub Bagian Kepegawaian membawahi: 

a. Pengadministrasi Kepegawaian; 
b. Pengumpul dan Pengelola Data; 

c. Pengelola Kenaikan Pangkat ; 
d. Pengelola Kenaikan Gaji Berkala; 
e. Operator Komputer. 

 
Pengadministrasi Kepegawaian 

 
Pasal  19 

Pengadministrasi kepegawaian mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut: 
a. mempersiapkan bahan dan data peraturan perundang–

undangan kepegawaian yang berlaku untuk dipedomani dalam 

rangka melaksanakan tugas– tugas kepegawaian; 
b. melaksanakan tugas–tugas administrasi kepegawaian dalam 

bentuk daftar nominatif, usul permintaan pensiun, daftar urut 
kepangkatan dan mengusulkan pembuatan kartu istri/ kartu 
suami serta tanda penghargaan untuk proses tindak lanjut; 

c. menerbitkan pelaksanaan daftar hadir bagi pegawai yang akan 
mengurus kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai 

prosedur dan ketentuan untuk diteruskan pada instansi yang 
berwenang untuk dikelolah; 

d. mempersiapkan kebutuhan administrasi kenaikan pangkat atau 

kenaikan gaji berkala sesuai prosedur dan ketentuan agar 
pengelolaan administrasi teratur pelaksanaannya; 

e. menyusun dan mengarsipkan surat–surat badan yang ada 

kaitannya dengan kepegawaian dan menyimpan menurut kode 
dan klasifikasi arsip untuk memudahkan penemuan apabila 

dibutuhkan kembali; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

 
Pengumpul dan Pengelola Data 

 
Pasal  20 

Pengumpul dan Pengelola Data mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut: 
a. mengumpul dan mempelajari pedoman dan petunjuk teknis 

pengumpulan dan pengelolah data sesuai petunjuk pimpinan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan dan mengelolah data secara sistematis untuk 

proses tindak lanjut pelaksanaan tugas; 
c. menyusun realisasi pengumpulan dan pengolahan data sesuai 

klasifikasi untuk tertibnya penyajian informasi data apabila 

dibutuhkan; 
d. memelihara hasil kerja pengumpulan dan pengolahan data 

sesuai petunjuk teknis untuk memudahkan informasi data 
apabila dibutuhkan; 
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e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 

 
Pengelola Kenaikan  Pangkat  

 

Pasal    21 
Pengelolah Kenaikan Pangkat mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut: 
a. mempelajari pedoman dan petunjuk yang erat kaitannya dengan 

bahan pelaksanaan tugas pengelolah kenaikan pangkat pegawai 

untuk bahan pelaksanaan tugas; 
b. mengumpulkan data/bahan penyusunan program kegiatan 

pengelolah kenaikan pangkat pegawai berdasarkan pelaksanaan 

tugas dengan mencatat sistematis untuk bahan pengolahan data 
laporan kepegawaian; 

c. mempersiapkan bahan penyusunan administrasi pengelolah 
kenaikan pangkat pegawai sesuai ketentuan dan peratutan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolah kenaikan pangkat 
pegawai sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
e. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengelolaan kenaikan 

pangkat pegawai sesuai prosedur untuk selanjutnya 

disampaikan ke BKD Provinsi untuk penyelesaian lebih lanjut; 
f. menyusun laporan realisasi pengelolah kenaikan pangkat 

pegawai  sesuai prosedur untuk memudahkan dan tertibnya 

penyusunan laporan; 
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Pengelola Kenaikan Gaji Berkala   

 
Pasal   22 

Pengelolah Kenaikan Gaji Berkala mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. mempelajari pedoman dan petunjuk yang erat kaitannya dengan 

pelaksanaan tugas pengelolah kenaikan gaji berkala pegawai 
untuk bahan pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan data/bahan penyusunan program kegiatan 
pengelolah kenaikan gaji berkala pegawai berdasarkan 
pelaksanaan tugas dengan mencatat secara sistematis untuk 

bahan pengolahan data laporan kepegawaian; 
c. mempersiapkan bahan penyusunan administrasi pengelolah 

kenaikan gaji berkala pegawai sesuai ketentuan dan peraturan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengelolah kenaikan 

gaji berkala pegawai sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk penyelesaian lebih lanjut; 
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e. menyusun laporan realisasi  pengelolah kenaikan gaji berkala 
pegawai sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

memudahkan dan tertibnya penyusunan laporan; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Operator Komputer  

 
Pasal  23 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 
a. mempelajari data yang disampaikan oleh pimpinan untuk diolah 

dan diprogram dengan Komputer sesuai dengan perintah dan 
instruksi; 

b. melaksanakan tujuan operasional komputer sesuai dengan 

petunjuk teknis dan pengoperasian komputer agar tugas dapat 
berjalan dengan baik dan benar; 

c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 

d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 
perbaikan; 

e. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk 

memcegah kerusakan; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;   

g. melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan.   

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub  Bagian Keuangan dan Program  
 

Pasal   24 

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program adalah 
melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan administrasi 
keuangan rutin dan penyusunan program kegiatan dan 

pembangunan lingkup Badan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut: 
a. memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan pokok 

permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan dapat diselesaikan dengan baik; 

b. membina  dan   mengecek   langsung   tugas-tugas  bawahan  

sesuai dengan pokok permasalahan  dan ketentuan peraturan 
yang berlaku  agar   pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan 

baik dan benar; 
c. mengonsep  surat dan naskah badan yang berhubungan dengan 

tugas sesuai disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya 

pelaksanaan tugas; 
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d. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan 
penyusunan program berdasarkan tugas dan fungsi dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman 
untuk melaksanakan kegiatan; 

e. menyusun Rencana Kerja Strategis (Renstra), Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), Rencana Kerja (Renja), dan Laporan 
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran 
sesuai yang diharapkan; 

f. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LKPJ), 

Laporan Akuntabilitas Kerja Pemerintahan Daerah (Lakip), 
penyusunan RKA Perubahan, Rencana Kerja Perubahan dan 

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang 
diharapkan; 

g. membuat rencana kerja dan anggaran untuk belanja tidak 
langsung sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

terarahnya rencana kerja sub bagian; 
h. menghimpun data keuangan dilingkungan badan dalam rangka 

meningkatkan efisiensi, efektifitas berdasarkan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
i. mempersiapkan rencana anggaran tahun kedepan sesuai dengan 

keperluan dan kebutuhan anggaran dibidang pendapatan daerah 

untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 
j. mempersiapkan penerapan sistem informasi manajemen 

keuangan sesuai prosedur dan ketentuan agar pengelolaan 
administrasi dapat berjalan sesuai dengan rencana; 

k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-
undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan 
karier; 

l. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 
oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas 

yang telah dianggap benar agar tugas terlaksana dengan baik; 
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
(3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program membawahi:   

a. Bendahara Pengeluaran; 

b. Pembuat Daftar Gaji; 
c. Bendahara Penerima; 
d. Pengadministrasi Keuangan; 

e. Pengumpul dan Pengelola Data; 
f. Penyusun Rencana Kagiatan dan Anggaran; 

g. Operator  Komputer. 
 

Bendahara Pengeluaran 

 
Pasal  25 

Bendahara Pengeluaran mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 

a. mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban; 
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b. mengajukan surat permintaan pembayaran ke BPKAD Provinsi 

Sulawesi Tenggara berdasarkan surat perintah untuk mengurus 
keuangan;  

c. mengurus surat perintah membayar uang  SPM  Giro 

berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang; 
d. melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan 

surat-surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
e. melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di 
dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah 

ditetapkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
bahan lampiran laporan; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan. 

 
Pembuat Daftar Gaji 

 
Pasal   26 

Pembuat Daftar Gaji mempunyai uraian tugas Jabatan sebagai 

berikut: 
a. menghimpun nama pegawai yang akan dimasukan kedalam 

susunan daftar penerima  gaji  agar  tidak  terjadi kesalahan 
pembayaran  sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan yang 
berlaku; 

b. menyusun nama-nama yang  akan  dimasukan  dalam daftar 
gaji pegawai  yang disampaikan dengan dasar surat keputusan 
Gubernur untuk mendukung tugas pembuat daftar gaji; 

c. mencatat daftar gaji yang telah sesuai realisasi pembayarannya 
untuk memudahkan   pengecekan  oleh atasan; 

d. meneliti nama penerima gaji sesuai dengan data yang 
disampaikan berdasarkan surat  keputusan Gubernur untuk 
tidak terjadi kesalahan dalam penulisan;  

e. membuat SPP gaji berdasarkan daftar dan diajukan kepada 
bendahara gaji untuk diketahui  serta pelaksanaan tindak 
lanjutnya; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

 
Bendahara Penerima 

 
Pasal  27 

Bendahara Penerima mempunyai uraian tugas Jabatan sebagai 

berikut: 
a. menerima dan menghimpun laporan beserta bukti transfer 

pembayaran PAD dari UPT penghasil sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku  sebagai bukti transfer pembayaran PAD 
dari UPT; 

b. meneliti dan mensinkronisasikan nilai nominal antara laporan 
dengan bukti transfer sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk mengetahui kebenaran bukti transfer; 
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c. membukukan tiap penerimaan menurut ayat-ayat penerimaan 
agar tidak terjadi kesalahan; 

d. mengadministrasikan laporan penerimaan bukti transfer dan 

bukti penyetoran sesuai prosedur dan ketentuan untuk tertib 
administrasi; 

e. merekap tiap penerimaan menurut jenis PAD dalam penerimaan 
total sebagai bahan penyusunan laporan; 

f. menyusun laporan atas penerimaan dan penyetoran dengan 

disertai bukti-bukti yang ada untuk kelancaran dan optimalisasi  
penyusunan laporan atas penerimaan dan penyetoran; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan. 
 

Pengadministrasi Keuangan 

 
Pasal  28 

Pengadministrasi Keuangan mempunyai uraian tugas Jabatan 
sebagai berikut: 
a. menyiapkan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran keuangan 

dengan membuat kolom menurut kebutuhan masing-masing dan 
menuliskan maksud tiap-tiap kolom untuk memudahkan 

pengecekan administrasi; 
b. menerima, mencatat, menyortir surat bukti penerimaan dan 

pengeluaran keuangan sesuai prosedur yang berlaku agar 

pendanaan yang masuk dan keluar tercatat secara baik dan 
tertib; 

c. mendokumentasikan surat bukti penerimaan dan pengeluaran 

keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
agar tertib administrasi; 

d. melakukan pengetikan konsep surat bukti penerimaan dan 
pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
agar memperlancar pelaksanaan tugas dan kegiatan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas. 
 

Pengumpul dan Pengolah Data 

 
Pasal 29 

Pengumpul dan Pengolah Data mempunyai uraian tugas Jabatan 
sebagai berikut: 
a. mengumpul dan mempelajari pedoman dan petunjuk teknis 

pengumpulan dan pengelolah data sesuai petunjuk pimpinan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan dan mengelolah data secara sistematis untuk 

proses tindak lanjut pelaksanaan tugas; 
c. menyusun realisasi pengumpulan dan pengolahan data sesuai 

klasifikasi untuk tertibnya penyajian informasi data apabila 
dibutuhkan; 
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d. memelihara hasil kerja pengumpulan dan pengolahan data 
sesuai petunjuk teknis untuk memudahkan informasi data 

apabila dibutuhkan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan. 
 

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 

 
Pasal  30 

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran mempunyai uraian 
tugas Jabatan sebagai berikut: 
a. menerima dan memeriksa bahan/data rencana kegiatan dan 

anggaran badan dan sekretariat sesuai dengan prosedur sebagai 
bahan kajian dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran; 
b. mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data rencana 

kegiatan dan anggaran badan dan sekretariat sesuai dengan 

spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila 
diperlukan; 

c. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal 

yang terkait dengan rencana kegiatan dan anggaran badan dan 
sekretariat dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran badan dan sekretariat; 
d. menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran badan dan 

sekretariat sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk 

tercapainya sasaran yang diharapkan; 
e. mendiskusikan konsep rencana kegiatan dan anggaran badan 

dan sekretariat dengan pimpinan dan pihak terkait sesuai 

prosedur untuk kesempurnaan penyusunan rencana kegiatan 
dan anggaran badan dan sekretariat; 

f. menyusun kembali rencana kegiatan dan anggaran badan dan 
sekretariat berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk 
kelancaran dan optimalisasi penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran badan dan sekretariat; 
g. mengevaluasi proses penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran badan dan sekretariat sesuai prosedur sebagai bahan 
perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

 
Operator Komputer 

 

Pasal   31 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut: 
a. mempelajari data yang disampaikan oleh pimpinan untuk diolah 

dan diprogram dengan komputer sesuai dengan perintah dan 

instruksi; 
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b. melaksanakan tujuan operasional komputer sesuai dengan 

petunjuk teknis dan pengoperasian komputer agar tugas dapat 
berjalan dengan baik dan benar; 

c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 
d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 
perbaikan; 

e. memelihara kebersihan  peralatan  sesuai dengan petunjuk 

untuk memcegah kerusakan; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;   
g. melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai petunjuk atasan. 

Bagian Ketiga 
 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Bidang  Pengembangan Potensi dan Sistem  

Informasi Pendapatan 
 

Pasal  32 
(1) Tugas Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi 

Pendapatan adalah melaksanakan penyusunan rencana program 
pengembangan potensi dan sistem informasi pendapatan didalam 
pengelolaan pendapatan daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi 
Pendapatan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 

a.   membagi tugas dan mengarahkan kepada para Kepala Subbid 
dengan mendisposisi sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing agar tidak terjadi  tumpang tindih dalam pelaksanaan 
tugas; 

b.   memberi petunjuk dan mengarahkan kepada para Kepala 

Subbid dengan menjelaskan pokok permasalahan dan 
pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat 

diselesaikan dengan baik; 
c.   memantau dan membimbing pelaksanaan tugas Kepala Subbid 

agar mengetahui kendala maupun hambatannya dan 

menyarankan upaya pemecahannya; 
d. mangatur pelaksanaan tugas para Kepala Subbid sesuai dengan 

ketentuan dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama yang 

baik serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 
e. mengevaluasi dan mengecek secara berkala pelaksanaan tugas 

para Kepala Subbid yang diberikan untuk mengetahui 
hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas serta 
mengupayakan pemecahannya; 

f.   mengonsep surat dan naskah badan berdasarkan disposisi dan 
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

g.   melaksanakan penyusunan program bidang pengembangan 
potensi dan sistem informasi pendapatan sesuai petunjuk 
atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

h.  melaksanakan perumusan potensi dan system informasi 
pendapatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam 
rangka pengembangan obyek pendapatan daerah; 
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i. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan informasi sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tindak lanjut 

pelaksanaan tugas; 
j. melaksanakan pengendalian pengembangan  potensi dan sistem 

informasi pendapatan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk tertibnya pelaksanaan tugas;  

k. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal 

terkait pengembangan  potensi dan sistem informasi 
pendapatan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

l.   melaksanakan pengelolaan data elektronik untuk 

pengembangan potensi dan sistem informasi pendapatan sesuai 
dengan program pemerintah daerah sebagai sumber data; 

m.   melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka  
penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang 

pengembangan potensi dan sistem informasi pendapatan; 
n.   memeriksa surat dan naskah dinas yang akan disampaikan 

kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi 
paraf terhadap surat dan naskah badan yang benar untuk 
terlaksananya tugas dengan baik; 

o.   melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

p.   melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

(3) Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi 
membawahi: 
a. Kepala Sub Bidang Analisa Sistem Informasi; 

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan; 
c. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan. 

 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Sub Bidang Analisa Sistem Informasi 

 
Pasal  33 

(1) Tugas Kepala Sub Bidang Analisa Sistem Informasi adalah 

menyusun rencana kegiatan dan analis, koordinasi  dan evaluasi 
sistem informasi pendapatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang 
Analisa Sistem Informasi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 

a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan 
mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing–masing dengan 
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;  
b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 

sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang 

diberikan agar dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan 
penyelesaian tugas; 

d. mengumpulkan data dan informasi sumber-sumber pendapatan 
asli daerah (PAD) yang dikelolah oleh dinas, instansi/lembaga 
tehnis terkait dijajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, 

Kabupaten/Kota serta sejumlah badan usaha, BUMD, sesuai 
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data yang ada dan prosedur yang berlaku untuk di kelola jadi 
bahan informasi;  

e. menghimpun dan menyusun data dan informasi sumber-

sumber pendapatan daerah yang dikelolah langsung oleh Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pencarian 
data; 

f. mengindentifikasi dan mengkaji potensi sumber-sumber 

pendapatan daerah diberbagai bidang kegiatan Pemerintah dan 
kegiatan perusahaan sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan masukan pada atasan; 
g. melakukan analisis dan evaluasi dan dan Informasi potensi 

sumber-sumber pendapatan daerah secara berkala untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangannya; 
h. menyusun data base dan informasi sumber dan potensi 

pendapatan daerah secara terstruktur dan sistimatis sebagai 

bahan sumber data; 
i. mengklasifikasikan dan mengkaji serta menentukan nilai 

Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk bahan masukan pada 
atasan; 

j. membuat katalog data dan informasi dengan menggunakan 
tehnologi sistem komputerisasi untuk tercapainya sasaran 

sesuai yang diharapkan; 
k. mensosialisasikan koleksi data dan informasi kepada para 

pengguna sesuai prosedur untuk tercapainya sasaran sesuai 

yang diharapkan; 
l. memberikan pertukaran data dan informasi dengan Badan 

Pendapatan Deerah lain di Indonesia secara online sebagai 

bahan perbandingan; 
m. membuat laporan kegiatan perbulan, triwulan dan tahunan 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan 
laporan; 

n. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti 

dan menelaah secara  cermat serta memperbaiki   bagian yang 
salah agar dapat diselesaikan  sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan; 

o. mengevaluasi dan mengecek secara berkala pelaksanaan tugas 
bawahan yang diberikan untuk mengetahui hambatan dan 

kendala dalam pelaksanaan tugas serta mengupayakan 
pemecahannya; 

p. memeriksa surat dan naskah yang akan disampaikan kepada 

atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf 
terhadap surat dan naskah badan yang dianggap benar untuk 

terlaksananya tugas dengan baik; 
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis  untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;   
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan.         

(3) Kepala Sub Bidang Analisa Sistem Informasi membawahi: 
a. Pengumpul Dan Pengelola Data; 

b. Analis informasi; 
c. Operator Komputer. 
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Pengumpul dan Pengelola Data  
 

Pasal  34 

Pengumpul dan Pengelola Data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut: 

a. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis sesuai petunjuk 
pimpinan dalam rangka melaksanakan kegiatan analisa sistem 
informasi; 

b. mengumpulkan data-data analisa sistem informasi sebagai 
bahan dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan analisa 

sistem informasi dengan mencatat secara sistematis; 
c. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan data 

menurut klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan dan 

tertibnya pengolahan data analisa sistem informasi; 
d. menyiapkan hasil olahan data pengembangan sistem informasi 

pendapatan dalam bentuk naskah, grafik,statistik, tabel 

maupun gambar sesuai kebutuhan; 
e.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Analis Informasi 
 

Pasal  35 

Analis Informasi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur 

yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai 
dengan analisa system informasi agar memperlancar 

pelaksanaan tugas; 
c. mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan analisa 

system informasi dalam rangka penyelesaian pekerjaan; 

d. membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan 
kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 

e. memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatanya untuk disampaikan kepada pimpinan unit; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Operator Komputer 

 
Pasal  36 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 

a. mempelajari data yang disampaikan oleh pimpinan untuk diolah 

dan diprogram dengan komputer sesuai dengan perintah dan 
instruksi; 

b. melaksanakan tujuan operasional komputer sesuai dengan 

petunjuk teknis dan pengoperasian komputer agar tugas dapat 
berjalan dengan baik dan benar; 

c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 
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d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 

perbaikan; 
e. memelihara kebersihan  peralatan  sesuai dengan petunjuk 

untuk memcegah kerusakan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;   
g. melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

 
 
 

 
 

 
Uraian Tugas Jabatan 

 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan  

 
Pasal  37 

(1) Tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi 
Pendapatan adalah melaksanakan koordinasi, monitoring dan 
evaluasi pengembangan sistem dan prosedur pendapatan daerah 

serta sosialisasi pengembangan pendapatan daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan 

mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing–masing dengan 
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;  

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 
sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 

tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 
c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang 

diberikan agar dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan 

penyelesaian tugas; 
d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti 

dan menelaah secara  cermat serta memperbaiki   bagian yang 
salah agar dapat diselesaikan  sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan; 

e. mengonsep surat dan naskah dinas dilingkungan badan sesuai 
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 
tugas; 

f. mengoreksi surat dan naskah dinas sesuai disposisi dan 
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang 
Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan berdasarkan 
rencana kegiatan badan untuk menggali potensi peningkatan 

pendapatan daerah; 
h. melaksanakan perumusan pengembangan sistem informasi 

pendapatan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 
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i. melaksanakan pengembangan sistem informasi pendapatan 
daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
meningkatkan system informasi pendapatan daerah; 

j. melaksanakan koordinasi terkait pengembangan system 
informasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya 
sasaran sesuai yang diharapkan; 

k. melaksanakn sosialisasi pengembangan system informasi 

pendapatan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk terarahnya pelaksanaan kegiatan; 

l. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem 
informasi pendapatan daerah pada UPTB samsat untuk 
mengetahui sejauh mana aplikasi bisa mendukung peningkatan 

pendapatan melalui kemudahan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor dan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan;  

m. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 

tangani dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada 
atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf 

pada naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 
terlaksananya tugas dengan baik; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;  

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

(3) Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan 

membawahi: 
a. Pengumpul dan Pengelola Data; 
b. Operator Komputer. 

 
 

Pengumpul dan Pengelola Data  
 

Pasal  38 

Pengumpul dan Pegelola Data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut: 
a. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis sesuai petunjuk 

pimpinan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan 
sistem informasi pendapatan; 

b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data menurut 
klasifikasinya masing-masing untuk diproses tindak lanjut; 

c. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi 

lain dalam rangka pelaksanaanya, agar program dapat 
terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 

d. menyiapkan hasil olahan data pengembangan sistem informasi 
pendapatan dalam bentuk naskah, grafik,statistik, tabel 
maupun gambar sesuai kebutuhan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 
Operator Komputer 
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Pasal   39 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut: 

a. mempelajari data yang disampaikan oleh pimpinan untuk diolah 
dan diprogram dengan komputer sesuai dengan perintah dan 

instruksi; 
b. melaksanakan tujuan operasional komputer sesuai dengan 

petunjuk teknis dan pengoperasian komputer agat tugas dapat 

berjalan dengan baik dan benar; 
c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 
d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 

perbaikan; 
e. memelihara kebersihan  peralatan  sesuai dengan petunjuk 

untuk memcegah kerusakan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;   
g. melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bidang Pengolahan  
Data dan Pelaporan Pendapatan  

  

Pasal  40 
(1) Tugas Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan 

Pendapatan adalah menyusun rencana kegiatan, koordinasi, 

monitoring, evaluasi pengumpulan dan pengelolaan data serta 
pelaporan pendapatan daerah. 

(2) Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 

a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan 
mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing–masing dengan 
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 
b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 

sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang 

diberikan agar dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan 
penyelesaian tugas; 

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti 
dan menelaah secara cermat serta memperbaiki bagian yang 
salah agar dapat diselesaikan  sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan; 
e. mengonsep surat dan naskah dinas di lingkungan badan sesuai 

disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 

tugas; 
f. mengoreksi surat dan naskah dinas sesuai disposisi dan 

petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;  
g. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pengolahan 

data dan pelaporan pendapatan yang dikelola oleh dinas, 
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instansi/lembaga teknis dijajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tenggara, Kabupaten/Kota serta sejumlah badan usaha BUMD 

sesuai prosedur untuk tercapainya sasaran sesuai yang 
diharapkan;   

h. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan serta pelaporan 
data hasil analisa dan pengembangan pendapatan daerah 
berdasarkan hasil laporan dari masing-masing bidang dan uptb 

samsat se sultra agar menghasilkan data yang akurat; 
i. melaksanakan koordinasi terkait pengolahan data dan 

pelaporan pendapatan sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan data serta 

pelaporan pendapatan lingkup Badan Pendapatan Daerah 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 
hambatan dan kendala dan bahan evaluasi; 

k. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 
tangani dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada 

atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf 
pada naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 
terlaksananya tugas dengan baik; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

(3) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan 
membawahi: 
a.  Pengumpul dan Pengelola Data;  

b. Operator Komputer. 
 

Pengumpul dan Pengelola Data  

 
Pasal   41 

Pengumpul dan Pengelola Data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut: 

a. menghimpun dan mempelajari pedoman dan petunjuk teknis 

sesuai petunjuk pimpinan dalam rangka melaksanakan 
kegiatan pemeriksaan dibidang pengolahan data dan pelaporan 

pendapatan; 
b. mengumpulkan bahan data pelaporan pendapatan dalam 

rangka kegiatan pemeriksaan berdasarkan pelaksanaan tugas 

seksi pengolahan data dan pelaporan pendapatan dengan 
mencatat secara sistematis untuk kegiatan pemeriksaan; 

c. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan data 

menurut klasifikasinya masing–masing untuk memudahkan 
dan tertibnya pemeriksaan apabila dibutuhkan; 

d. menyajikan hasil olahan data dalam bentuk naskah, grafik, 
statistik, tabel maupun gambar sesuai dengan kebutuhan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 

Operator Komputer 
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Pasal   42 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai  
berikut: 

a. mempelajari data yang disampaikan oleh pimpinan untuk diolah 

dan diprogram dengan komputer sesuai dengan perintah dan 
instruksi; 

b. melaksanakan tujuan operasional komputer sesuai dengan 

petunjuk teknis dan pengoperasian komputer agar tugas dapat 
berjalan dengan baik dan benar; 

c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 

d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 
perbaikan; 

e. memelihara kebersihan  peralatan  sesuai dengan petunjuk 
untuk memcegah kerusakan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Bagian Keempat 
 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Bidang  Pajak  

 
Pasal   43 

(1) Tugas Pokok Kepala Bidang Pajak adalah melaksanakan 

pengelolaan obyek, subyek dan administrasi pajak daerah.  
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang  Pajak  mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut;   
a. membagi tugas dan mengarahkan kepada para Kepala Subbid 

dengan mendisposisi sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. memberi petunjuk dan mengarahkan kepada para Kepala 
Subbid dengan menjelaskan pokok permasalahan dan 

pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat 
diselesaikan dengan baik;  

c. mengatur dan membimbing pelaksanaan tugas bawahan 

dengan menjelaskan sesuai dengan permasalahan dan 
pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat 
terselesaikan dengan baik; 

d. mangatur pelaksanaan tugas para Kepala Subbid sesuai dengan 
ketentuan dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama yang 

baik serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 
e. mengoreksi surat dan naskah dinas sesuai disposisi dan 

petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahunan 
sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 
terarahnya pelaksanaan tugas; 
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g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis kegiatan 
pengelolaan objek dan subjek pajak sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan 

pendapatan daerah; 
h. melaksanakan pengelolaan objek dan subjek pajak sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka 
peningkatan pendapatan daerah; 

i. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pajak 

sesuai rencana kerja dan berdasarkan program kerja badan 
untuk  tercapainya sasaran yang telah ditetapkan; 

j. melaksanakan  pembinaan dan  pengelolaan objek dan subjek 
pajak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam 
rangka peningkatan  Pendapatan Asli Daerah; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan 
objek dan subjek pajak sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk mengetahui kendala dan hambatan dan bahan 

evaluasi; 
l. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 

tangani dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada 
atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf 
pada naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 

terlaksananya tugas dengan baik; 
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
(3) Kepala Bidang  Pajak membawahi: 

a. Kepala Sub Bidang  Pelayanan Pajak; 

b. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pengenaan Pajak; 
c. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan. 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak 

 
Pasal  44 

(1) Tugas Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak adalah melaksanakan 

pengelolaan obyek, subyek dan administrasi pajak daerah. 
(2) Untuk melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan 

mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan 
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 
b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 

sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 

tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 
c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang 

diberikan agar dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan 

penyelesaian tugas; 
d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti 

dan menelaah secara  cermat serta memperbaiki   bagian yang 
salah agar dapat diselesaikan  dengan baik; 
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e. mengonsep surat dan naskah dinas dilingkungan Badan sesuai 

disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 
tugas; 

f. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan operasional 

Sub Bidang Pelayanan Pajak berdasarkan  program kerja Badan 
untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
terarahnya pelaksanaan tugas; 

h. menerima laporan dan verifikasi penerimaan realisasi pajak 
daerah dari UPTB samsat Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui penerimaan dan 
jumlah obyek dan subyek pajak setiap bulan; 

i. melakukan klarifikasi dengan bendahara penerima sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencocokkan 
laporan penerimaan UPTB samsat Kabupaten/Kota setiap bulan; 

j. membuat laporan rekapitulasi realisasi PAD serta obyek dan 

subyek pajak kendaraan bermotor sesuai sumber dari laporan 
UPTB samsat Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi 

penetapan pengenaan pajak daerah; 
k. menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi PAD dan obyek 

pajak kendaraan bermotor ke Sub Bidang Pendataan dan 

Pengenaan Pajak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk bahan penetapan target perubahan APBD setiap tahun; 

l. menyusun data realisai pajak daerah dan jumlah obyek dan 
subyek pajak sesuai laporan rekapitulasi pajak daerah per 5 
(lima) tahun sekali sebagai data informasi penerimaan pajak 

daerah; 
m. mengevaluasi realisasi penerimaan pajak daerah setiap 

tahun dan hasilnya disampaikan ke Sub Bidang Pendataan dan 

Pengenaan Pajak sesuai petunjuk atasan untuk menentukan 
potensi pajak daerah; 

n. menyampaikan keberatan/permasalahan pajak daerah dari hasil 
pemantauan lapangan ke Subag Keberatan dan Administrasi 
Pendapatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

ditindak lanjuti; 
o. melayanani wajib pajak atas pertanyaan atau bantuan pelayanan 

pajak bagi wajib pajak yang membutuhkan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang 
diharapkan; 

p. melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan UPTB 
samsat di Kab/Kota pertriwulan terkait pajak daerah sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 

hambatan dan kendala dan bahan evaluasi; 
q. mengatur pelaksanaan pembinaan, urusan pemeriksaan dan 

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dibidang 
perpajakan agar dapat berkembang dan mendukung 
pelaksanaan pembangunan daerah; 

r. melakukan koordinasikan dengan instansi terkait sesuai 
prosedur untuk melaksanakan evaluasi tunggakan pajak 
kendaraan bermotor; 

s. mengumpulkan dan mempelajari pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan pemeriksaan dibidang perpajakan sesuai prosedur 

sebagai bahan kajian pelaksanaan pemeriksaan; 
t. menyusun rencana pemeriksaan dan mempersiapkan 

administrasi pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil 
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pemeriksaan di bidang Penetapan Pajak Provinsi Sulawesi 

Tenggara agar pengelolaan administrasi pendataan dapat 
terlaksana sesuai dengan rencana; 

u. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 

dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 
meneliti kebenbarannya dan membubuhi faraf pada naskah 

dinas yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas 
dengan baik; 

v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

(3) Kepala Sub bidang Pelayanan Pajak membawahi:  

a. Pengumpul dan Pengelola Data; 
b. Pengevalausi Kegiatan Pelayanan Pajak; 
c. Operator Komputer. 

 
Pengumpul dan Pengelola Data  

 
Pasal   45 

Pengumpul dan Pengelola Data mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut: 
a. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis sesuai petunjuk 

pimpinan dalam rangka melaksanakan penyusunan data 
dibidang penagihan dan pelaporan; 

b. mengumpulkan data Sub Bidang Pelayanan Pajak dengan 

mencatat secara sistematis untuk kegiatan perhitungan 
anggaran; 

c. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan data 

menurut klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan dan 
tertibnya penyusunan anggaran apabila dilaksanakan; 

d. menyajikan hasil olahan data dalam bentuk naskah, grafik, 
statistik, tabel maupun gambar sesuai kebutuhan;  

e. melaporkan  hasil  pelaksanaan tugas  kepada  atasan  baik 

secara  lisan  maupun  secara  tertulis  untuk  bahan  
pertanggungjawaban pelaksanaan  tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Pengevaluasi Kegiatan Pelayanan Pajak 
 

Pasal   46 

Pengevaluasi Kegiatan Pelayanan Pajak mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut:    

a. menerima dan mencatat kegiatan pelayanan pajak yang 
diberikan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengendalian; 

b. mengelompokkan kegiatan pelayanan pajak sesuai dengan 
permasalahanya untuk memudahkan pemeriksaan; 

c. mempelajari/memeriksa kegiatan pelayanan pajak sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data 
ditemukan permasalahanya untuk dipakai sebagai bahan 

pengambilan keputusan; 
d. membuat laporan hasil temuan kepada pimpinan untuk dipakai 

sebagai bahan pengambilan keputusan; 
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e. mengarsipkan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar mudah ditemukan kembali bila 
diperlukan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 
 

Operator Komputer 
 

Pasal   47 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut: 

a. mempelajari data yang disampaikan oleh pimpinan untuk diolah 
dan diprogram dengan komputer sesuai dengan perintah dan 
instruksi; 

b. melaksanakan tujuan operasional komputer sesuai dengan 
petunjuk teknis dan pengoperasian komputer agar tugas dapat 

berjalan dengan baik dan benar; 
c. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 

d. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 

perbaikan; 
e. memelihara kebersihan  peralatan  komputer sesuai dengan 

petunjuk untuk memcegah kerusakan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;   

g. melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

                                                    
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pengenaan Pajak 

 
Pasal   48 

(1) Tugas Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pengenaan Pajak adalah 

menyusun rencana dan program penagihan, penelitian ketetapan 
pajak daerah, serta penagihan pajak daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pengenaan Pajak mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut: 

a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan 
mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan 

berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 

sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 
tugas diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang 

diberikan agar dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan 
penyelesaian tugas; 

d. mengonsep surat dan naskah dinas di lingkungan badan sesuai 
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 
tugas; 
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e. menyusun rencana kerja kegiatan pendataan dan pengenaan 

pajak daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
terarahnya pelaksanaan kegiatan; 

f. melaksanakan dan monitoring kegiatan pendataan dan 

pengenaan pajak daerah berdasarkan data obyek dan subyek 
pajak sebagai dasar potensi PAD penerimaan pendapatan 

daerah; 
g. menerima hasil verifikasin laporan realisasi pajak daerah dari 

Sub Bidang Pelayanan Pajak dan  menyusun target PAD yang 

bersumber dari laporan realisasi PAD UPTB Samsat sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan acuan 

penetapan pendapatan daerah; 
h. membuat pagu anggaran sementara dan pagu anggaran definitif 

berdasarkan target dan realisasi pajak daerah sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pembayaran atau 
penyaluran bagi hasil pajak daerah antar Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; 

i. membuat naskah surat keputusan kepala Badan Pendapatan 
Daerah tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 

berdasarkan perhitungan penerimaan pajak daerah pertriwulan 
untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 
Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara; 

j. membuat konsep tata naskah peraturan Gubernur Sulawesi 
Tenggara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan 

Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-KB setiap tahun 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar 
pengenaan pajak kendaraan bermotor; 

k. melaksanakan monitoring penyaluran bagi hasil pajak daerah 
berdasarkan surat keputusan bagi hasil pajak ke 
Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 
l. melaksanakan rapat koordinasi antara Badan Pendapatan 

Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pendapatan 
daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah; 

m. melaksanakan rekonsiliasi PBB-KB antara Badan Pendapatan 

Daerah dan wajib pungut PBB-KB se-Sulawesi terkait 
penyaluran dan pembayaran pajak daerah untuk tercapainya 
sasaran sesuai yang diharapkan; 

n. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB-KB se-Sulawesi 
antara Badan Pendapatan Daerah se-Sulawesi dengan BPH 

Migas dan PT. Pertamina wilayah 7 Makassar terkait laporan 
penyaluran dan penerimaan PBB-KB untuk tercapainya sasaran 
sesuai yang diharapkan; 

o. melaksanakan koordinasi ke Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia mengenai perhitungan dasar pengenaan dan 

penetapan besaran PKB dan PBB-KB sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengsingkronkan perhitungan 
dasar pengenaan dan penetapan besaran PKB dan PBB-KB; 

p. melaksanakan koordinasi instansi terkait mengenai pendapatan 
daerah yang menjadi acuan peningkatan dan penyaluran dana 
bagi hasil antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tercapainya sasaran sesuai 
yang telah ditetapkan; 

q. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 
dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 
meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf pada naskah dinas 
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yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan 

baik; 
r. melaporkan  hasil  pelaksanaan tugas  kepada  atasan  baik 

secara  lisan  maupun  secara  tertulis  untuk  bahan  

pertanggungjawaban pelaksanaan  tugas; 
s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
(3) Kepala Sub Bidang  pendataan dan pengenaan pajak membawahi: 

a. Petugas Pengenaan Pajak; 

b. Petugas Tindak Lanjut Pemeriksaan; 
c. Operator Komputer. 

 
Petugas Pengenaan Pajak  

 

Pasal   49 
Petugas Pengenaan Pajak mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 

a. menghimpun dan mempelajari pedoman dan petunjuk teknis 
pengelolaan pajak sesuai petunjuk pimpinan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  
b. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang pengenaan pajak 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai realisasi 

pelaksanaan tugas; 
c. menyusun laporan realisasi pengenaan pajak menurut  

klasifikasi masing-masing perangkat pemerintah untuk 
memudahkan dan tertibnya pemeriksaan apabila dilaksanakan; 

d. menyiapkan hasil pemeriksaan pajak dalam bentuk naskah, 

grafik, statistik, tabel maupun gambar sesuai kebutuhan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Petugas Tindak Lanjut Pemeriksaan Pajak  

 
Pasal   50 

Petugas Tindak lanjut Pemeriksaan mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut:    
a. mengumpulkan dan mencatat data pengenaan pajak 

dilingkungan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  
sesuai data yang masuk agar menghasilkan data yang akurat; 

b. mengklasifikasikan data pengenaan pajak hasil pemeriksaan 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
ditindaklanjuti; 

c. melaksanakan pengadministrasian data pengenaan pajak 
kegiatan hasil pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan 
peraturan yang berlaku untuk tertibnya administrasi; 
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d. menyiapkan data tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang 

pengenaan pajak sesuai prosedur untuk disampaikan kepada 
atasan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 

Operator Komputer 
 

Pasal    51 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

jabatan berikut:  

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya 
dengan komputer sesuai dengan instruksinya;   

b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 
c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 
perbaikan;  

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk 

mencegah kerusakan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;  

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan 
 

Pasal   52 
(1) Tugas Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan 

adalah menyusun draft produk hukum daerah bidang pajak, 

fasilitasi penyelesaian keberatan pajak daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan  

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan 

mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan 
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 
sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 

tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 
c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang 

diberikan agar dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan 

penyelesaian tugas; 
d. mengonsep surat dan naskah dinas dilingkungan Badan sesuai 

disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 

tugas; 
e. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan operasional 

Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan 
berdasarkan program kerja Badan agar terarahnya pelaksanaan 
tugas; 
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f. melaksanakan penyiapan blangko laporan keberatan penetapan 
pajak daerah dan perlengkapan lainnya untuk wajib pajak sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan tindak 
lanjut jika terjadi keberatan wajib pajak; 

g. menerima laporan keberatan penetapan pajak daerah atau 
permasalahan lain terkait pajak daerah dari wajib pajak atau 
hasil kerja dilapangan sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk diproses tindak lanjut; 
h. melaksanakan penyiapan administrasi /dokumen lain untuk 

diteliti kebenarannya dalam penetapan pajak daerah sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai tindak lanjut 
pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan penyampain hasil dokumen laporan hasil 
pemeriksaan kepada pimpinan sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk diketahui dan ditanda tangani setiap bulan; 

j. melaksanakan penyampaian hasil pemeriksaan kebenaran 
penetapan pajak daerah kepada wajib pajak yang telah ditanda 

tangani oleh pimpinan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas; 

k. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan 

keberatan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor antara wajib 
pajak dan pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bukti tindak lanjut; 
l. membuat data jumlah wajib pajak yang keberatan atas 

penetapan pajak kendaraan bermotor setiap bulan sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan 
pencarian data; 

m. menyampaikan data keberatan kebidang tehnis dan UPTB 
samsat yang wajib pajaknya merasa keberatan sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk diketahui; 

n. melakukan monitoring ke UPTB samsat untuk mengetahui 
sejauh mana Penerapan Penetapan yang benar sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan 
penetapan pajak kendaraan bermotor; 

o. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 

dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 
meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf pada naskah dinas 

yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan 
baik; 

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan.  
(3) Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan 

membawahi: 
a. Pengumpul dan Pengelola  Data Keberatan dan Administrasi 

Pendapatan; 

b. Operator Komputer. 
 

Pengumpul dan Pegelola Data  
Keberatan dan Administrasi Pendapatan 

 

Pasal   53 
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Pengumpul dan Pengelola data Keberatan dan Administrasi 
Pendapatan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 

a. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis sesuai petunjuk 
pimpinan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemeriksaan 

sub bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan; 
b. mengumpulkan data pengelolaan wajib pajak dalam rangka 

melaksanakan pemeriksaan berdasarkan pelaksanaan tugas sub 

Bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan dengan 
mencatat secara sistimatis untuk kegiatan pemeriksaan; 

c. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan data 

pertimbangan dan keberatan menurut klasifikasinya untuk 
memudahkan dan tertibnya  pemeriksaan apabila dilaksanakan; 

d. menyiapkan hasil olahan data dalam bentuk naskah grafik, 
statistik, tabel maupun gambar sesuai kebutuhan; 

e. melaporkan hasil pelaksnaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 

 
 

Operator Komputer 

 
Pasal    54 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut:  

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya 

dengan komputer sesuai dengan instruksinya; 
b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan;  

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 

perbaikan;  
d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk 

mencegah kerusakan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;  
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

 
Bagian kelima 

 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain  

 
Pasal    55 

(1)  Tugas Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain adalah 

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan 
dan penerimaan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. 
(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai 

uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
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a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para Kepala 
Subbid dengan mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing–

masing dengan berpedoman pada ketentuan dan petunjuk 
atasan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan 

tugas; 
b. membimbing pelaksanaan tugas kepada para Kepala Subbid 

dengan menjelaskan sesuai dengan permasalahan dan 

pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat 
terselesaikan dengan baik; 

c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada para 

Kepala Subbid yang diberikan sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan 

penyelesaian tugas; 
d. mangatur pelaksanaan tugas para Kepala Subbid sesuai dengan 

ketentuan dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama yang 

baik serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 
e. mengoreksi surat dan naskah dinas sesuai disposisi dan 

petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 
f. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahunan sebelumnya 

dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan 
tugas; 

g. menyiapkan rumusan kebijakan, kordinasi bimbingan teknis, 

evaluasi pengelolaan dan penerimaan retribusi dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang 
diharapkan; 

h. melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan bidang retribusi 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai kebijakan 
pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; 

i. melaksanakan pembinaan bidang retribusi dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah sesuai kebijakan pemerintah 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka 
peningkatan pendapatan daerah; 

j. melaksanakan pengelolaan kegiatan urusan penatausahaan 

penerimaan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah sesuai peraturan  perundang-undangan  yang berlaku untuk  

terarahnya pelaksanaan tugas; 
k. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi  dengan instansi 

terkait sehubungan dengan penyelenggaraan tugas retribusi dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam rangka 
peningkatan pendapatan asli daerah; 

l. melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengendalian bidang 

retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai 
kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; 
m. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 

dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 

meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf pada naskah dinas 
yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan 

baik; 
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
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o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 (3)  Kepala Bidang  Retribusi  dan Pendapatan Lain-Lain 

membawahi: 

a. Kepala Sub Bidang Retribusi; 
b. Kepala Sub Bidang Lain-Lain PAD yang Sah; 

c. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. 
 

Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bidang Retribusi  
 

Pasal   56 
(1) Tugas Kepala Sub Bidang Retribusi adalah merencanakan, 

mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pendataan 

dan penagihan, penatausahaan obyek dan subyek retribusi daerah, 
penetapan retribusi daerah, dan penyerahan surat ketetapan 
retribusi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepala Sub Bidang Retribusi mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada  bawahan dengan 

mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan 

berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 
sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 
tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan agar 
dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesaian tugas; 

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti 

dan menelaah secara  cermat serta memperbaiki   bagian yang 
salah agar dapat diselesaikan  dengan baik;   

e. mengonsep surat dan naskah dinas dilingkungan Badan sesuai 
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 
tugas; 

f. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan operasional 
Sub Bidang Retribusi  berdasarkan program kerja agar 
terarahnya pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan penyusunan regulasi peraturan daerah sesuai 
prosedur sebagai peraturan payung hukum retribusi daerah; 

h. melaksanakan pengelolaan kegiatan administrasi  penetapan 
dan penagihan secara berkala dalam rangka penertiban 
penerimaan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dilingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara; 
i. melaksanakan pembuatan regulasi pembentukan peraturan 

daerah sesuai prosedur sebagai landasan payung hukum 
retribusi daerah; 

j. melaksanakan koordinasi terkait retribusi dan pendapatan lain-

lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 

k. melakukan pemantauan dan pembinaan administrasi pada 

pengelola retribusi daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku dalam rangka tertibnya administrasi retribusi daerah; 

l. melaksanakan monitoring evaluasi regulasi retribusi daerah, 
sesuai dengan kondisi dan perkembangan ekonomi dalam 
rangka penertiban penerimaan sesuai peraturan perundang-
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undangan yang berlaku di lingkungan Provinsi Sulawesi 
Tenggara untuk peningkatan PAD; 

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan 

administrasi retribusi, yang dikelola bapenda maupun perangkat 
daerah lain pengelola retribusi daerah secara rutin atau berkala 

untuk tertibnya administrasi pelaporan; 
n. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 

dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 

meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf pada naskah dinas 
yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan 
baik; 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
j.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

(3) Kepala Sub Bidang Retribusi membawahi: 
a. Pengumpul dan Pengelola Data;  

 

b. Operator Komputer. 
 

Pengumpul Dan Pengelola Data  
 

Pasal  57 
Pengumpul dan Pengola Data mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut: 

a. menghimpun dan mempelajari pedoman dan petunjuk petugas  
pengumpulan dan pengelola data penetapan dan penagihan 

retribusi sesuai petunjuk pimpinan dalam rangka mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan data retribusi daerah sesuai  Informasi yang 

masuk dengan mencatat secara sistematis untuk bahan evaluasi 
kegiatan; 

c. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan data 

retribusi daerah sesuai klasifikasinya untuk memudahkan 
penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan hasil olahan data dalam bentuk naskah, grafik, 
statistik, tabel maupun gambar sesuai kebutuhan retribusi 
daerah; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 
Operator Komputer 

 

Pasal  58 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut:  
a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya 

dengan komputer sesuai dengan instruksinya; 

b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 



41 

 

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 
perbaikan; 

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk 

mencegah kerusakan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;   

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Sub Bidang Lain-Lain PAD Yang Sah 

 

Pasal    59 
(1) Tugas Kepala Sub Bidang Lain-Lain PAD Yang Sah adalah 

merencanakan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan 

realisasi data obyek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bidang lain-lain PAD yang sah mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada  bawahan dengan 

mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan 
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 
b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 

sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 

tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 
c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan agar 

dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesaian tugas;  

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti 
dan menelaah secara  cermat serta memperbaiki   bagian yang 

salah agar dapat diselesaikan  dengan baik;  
e. mengonsep surat dan naskah dinas dilingkungan badan sesuai 

disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 

tugas; 
f. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan operasional 

sub bidang lain-lain PAD yang sah  berdasarkan program kerja 

badan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 
g. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang lain-lain 

PAD yang sah dalam rangka kegiatan evaluasi penerapan 
kebijakan pemerintah daerah serta pelaporan hasil pelaksanaan 
tugas;  

h. menerima laporan denda pajak kendaraan bermotor dari UPTB 
samsat Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlakun sebagai bahan evaluasi penerimaan; 
i. melaksanakan penagihan DUMP rumah dinas dan kendaraan 

dinas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi 

Tenggara untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
j. melaksanakan penagihan kontribusi parkir dan reklame pada 

pusat-pusat perbelanjaan berdasarkan perjanjian kerjasama 

antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pihak 
swasta atau pihak lainnya guna peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD);  
k. melaksanakan Penagihan sewa menyewa antara Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tenggara dengan BUMN atau pihak lainnya 
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sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

l. melaksanakan Koordinasi potensi penerimaan pada BUMD atau 
pihak lainnya terkait potensi dan target penerimaan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai bahan evaluasi 
penetapan target; 

m. melaksanakan koordinasi ke BPKAD terkait penetapan surat 

keputusan Gubernur tentang DUMP Kendaraan Dinas dan 
Rumah Dinas serta ganti rugi Asset Daerah sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan penagihan 

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; 
n. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas ESDM dan 

Perusahaan Tambang terkait partisipasi pihak ketiga terhadap 
pembangunan daerah untuk tercapainya sasaran sesuai yang 
diharapkan; 

o. melaksanakan kegiatan penyusunan laporan hasil evaluasi data 
PAD yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk sebagai bahan laporan pada atasan; 
p. melakukan monitoring dan evaluasi pada UPTB samsat 

penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 
kendala dan hambatan dan bahan laporan pada atasan;  

q. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 

dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 
meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf pada naskah dinas 

yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan 
baik; 

r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tulisan untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
(3) Kepala Sub Bidang Lain-Lain Pad Yang Sah membawahi: 

a. Pengumpul dan Pengelola Data; 
b. Petugas Pemberi Informasi Kepada Wajib Pungut; 
c. Operator Komputer. 

 
 

 
 
 

Pengumpul dan Pengelola Data  
 

Pasal   60 

Pengumpulan dan Pengelola Data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut: 

a. menghimpun dan mempelajari pedoman dan petunjuk teknis 
pengumpulan dan pengolah data retribusi daerah sesuai 
petunjuk pimpinan dalam rangka penyelesaian pekerjaan; 

b. mengumpulkan data retribusi daerah sesuai  informasi yang 
masuk dengan mencatat secara sistematis untuk bahan evaluasi 

dan pelaporan kegiatan; 
c. menyusun realisasi pengumpulan dan pengolahan data retribusi 

daerah sesuai klasifikasinya untuk memudahkan penyusunan 

laporan; 
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d. menyiapkan hasil olahan data dalam bentuk naskah, grafik, 

statistik, tabel maupun gambar sesuai kebutuhan retribusi 
daerah; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 

Petugas Pemberi Informasi Kepada Wajib Pajak Pungut 
 

Pasal  61 
Petugas Pemberi Informasi Kepada Wajib Pajak Pungut mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai  berikut: 

a. membuat perencanaan kebutuhan kegiatan dalam setahun 
terkait Informasi kepada wajib pajak pungut untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

b. menerima dokumen yang akan disampaikan/diinformasikan 
kepada wajib pungut sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk bahan tindak lanjut;  
c. memberikan informasi dan dokumen kepada wajib pajak pungut 

terkait untuk ditindak lanjuti/dibayar melalui Bank Sultra; 

d. memeriksa aplikasi tata cara pengisian terhadap wajib pajak 
pungut sesuai prosedur  apakah yang menempati sesuai nama 

yang tertera dalam Surat Izin Penghunian (SIP) untuk 
menghindari kesalahan; 

e. mengerjakan tugas lain yang sejenisnya sesuai dengan perintah 

atasan agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang 
diperioritaskan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.  
 

Operator Komputer 

 
Pasal  62 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut:  
a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya 

dengan komputer sesuai dengan instruksinya; 
b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 

perbaikan;  
d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk 

mencegah kerusakan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 
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Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak  
 

Pasal   63 
(1) Tugas Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah 

merencanakan, koordinasi pendataan laba/rugi, rekonsiliasi data 

landrent dan royalti dalam dan luar Daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak  mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada  bawahan dengan 

mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan 
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 
sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 

tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 
c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan agar 

dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesaian tugas;  

d.  mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti 
dan menelaah secara  cermat serta memperbaiki   bagian yang 

salah agar dapat diselesaikan  dengan baik; 
e. mengonsep surat dan naskah dinas dilingkungan Badan sesuai 

disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 

tugas; 
f. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan operasional 

Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak  berdasarkan 

program kerja badan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan pendataan, rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan 

bukan pajak untuk tertibnya administrasi pelaporan;  
h. melaksanakan pencatatan laba/rugi kedalam kartu monitoring 

berdasarkan neraca dan laporan laba/rugi Perusahaan Milik 

Daerah tahun sebelumnya dan menghitung besarnya hak 
penerimaan pemerintah daerah sesuai peraturaan daerah yang 
berlaku; 

i. melaksanakan pencatatan kedalam kartu monitoring besarnya 
penerimaan daerah dari dana perimbangan (Dana Bagi Hasil 

Pajak dan Bukan Pajak) yang menjadi hak pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tenggara; 

j. membuat surat permintaan pembayaran transfer bagian yang 

menjadi hak Pemerintah Provinsi dari jenis penerimaan pajak 
dan bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 
k. melaksanakan koordinasi terkait bagi hasil pajak dan bukan 

pajak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

mengsinkronkan dan menghindari kesalahan; 
l. melaksanakan pemantauan penyetoran ke kas daerah hasil 

penjualan asset daerah melalui peninjauan langsung di lapangan 

untuk tertibnya pelaksanaan tugas:  
m. melaksnakan monitoring dan evaluasi, pelaporan terkait bagi 

hasil pajak dan bukan pajak sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk mengetahui kendala, hambatan dan bahan 
laporan pada atasan; 
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n. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani 

dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 
meneliti kebenarannya dan  membubuhi 

 Paraf pada naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 
terlaksananya tugas dengan baik; 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk atasan. 
(3) Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak membawahi: 

a. Pengumpul dan Pengelola Data; 

b. Operator Komputer. 
 

Pengumpul dan Pengelola Data  
 

Pasal   64 
Pengumpul dan Pengelola Data mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut: 
a. menghimpun dan mempelajari pedoman dan petunjuk teknis 

bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
b. mengumpulkan data bagi hasil pajak dan bukan pajak sesuai  

Informasi yang masuk dengan mencatat secara sistematis untuk 

bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; 
c. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan data 

bagi hasil pajak dan bukan pajak sesuai klasifikasinya untuk 
memudahkan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan hasil olahan data dalam bentuk naskah, grafik, 

statistik, tabel maupun gambar sesuai kebutuhan; 
e. melakukan rekonsiliasi data dalam daerah bersama Distamben 

dan Perusahaan Tambang dan luar daerah bersama Kab/Kota 
Se-Sultra dengan pihak Kementrian ESDM sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tulisan untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 
 

Operator Komputer 

 
Pasal   65 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut:  
a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya 

dengan komputer sesuai dengan instruksinya; 

b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 
perbaikan;  

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk 
mencegah kerusakan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 
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f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 
Bagian Keenam 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Bidang  Pembinaan dan Pengendalian 

 
Pasal  66 

(1)  Tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian adalah 

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan 
pengendalian interen, pembinaan administrasi keuangan dan asset, 

monitoring dan evaluasi pelaporan serta pemutakhiran data. 
(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai uraian 

tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para Kepala 

Subbid dengan mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing–
masing dengan berpedoman pada ketentuan dan petunjuk 
atasan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan 

tugas;  
b. membimbing pelaksanaan tugas kepada para Kepala Subbid 

dengan menjelaskan sesuai dengan permasalahan dan 

pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat 
terselesaikan dengan baik; 

c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada para 
Kepala Subbid yang diberikan agar dapat diketahui tingkat 
pelaksanaannya dan penyelesaian tugas; 

d. mangatur pelaksanaan tugas para Kepala Subbid sesuai dengan 
ketentuan dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama yang 
baik serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

e. mengoreksi surat dan naskah dinas sesuai disposisi dan 
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahunan sebelumnya 
dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan 

tugas; 
g. melaksanakan perumusan penyiapan bahan kebijakan teknis 

pelalaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan administrasi pemungutan pendapatan daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prosedur untuk terarahnya 

adminitrasi pemungutan pendapatan; 
h. melaksanakan perumusan  dan penyiapan bahan kebijakan 

teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara sesuai prosedur untuk terarahnya pelaksanaan 

anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah; 
i. melaksanakan perumusan dan penyiapan bahan kebijakan 

teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi kedisiplinan 

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
sesuai prosedur dan ketentuan untuk meningkatkan 

kedisiplinan pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara; 

j. melaksanakan perumusan dan penetapan langkah-langkah 

pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan sesuai 
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prosedur dan ketentuan agar hasil temuan dapat diketahui 
permasalahanyan; 

k. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, para Kepala 
Bidang, para Kepala UPTB samsat Provinsi Sulawesi Tenggara 

dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan  pembinaan dan 
pengendalian terhadap pelaksanaan administrasi pemungutan 
pendapatan daerah, administrasi keuangan,  personil, asset 

serta  operasional pelayanan umum lingkup Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai sasaran 

sesuai yang diharapkan; 
l. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian, verifikasi dan 

evaluasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara secara periodik yang meliputi pelaksanaan 
administrasi pemungutan pendapatan daerah, belanja, personil 
dan asset agar pelaksanaan administrasi pemungutan 

pendapatan daerah agar kegiatan terlaksana dengan baik; 
m. melaksanakan kegiatan verifikasi terhadap pengelolaan 

pendapatan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan proses tindak lanjut; 

n. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan, 

pengendalian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara 
periodik dan dilaporkan  kepada Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bahan evaluasi dan 
pengambilan keputusan; 

o. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 

dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 
meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf pada naskah dinas 
yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan 

baik; 
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
(3)  Kepala Bidang  Pembinaan dan Pengendalian  membawahi: 

a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan; 
b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah;  
a. Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Pemutakhiran Data. 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan  
 

Pasal   67 
(1) Tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan 

adalah menyusun program dan kegiatan operasional, pembinaan 

Administrasi Keuangan, monitoring dan evaluasi penerimaan pajak. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kepala Sub Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada  bawahan dengan 

mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan 
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan 
sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap 

tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 
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c. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan agar 
dapat diketahui tingkat pelaksanaannya dan penyelesaian tugas; 

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti 

dan menelaah secara  cermat serta memperbaiki   bagian yang 
salah agar dapat diselesaikan  dengan baik; 

e. mengonsep surat dan naskah dinas di lingkungan badan sesuai 
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 
tugas; 

f. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan pendataan 
di Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan berdasarkan 

program kerja badan agar terarahnya pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan konsep kebijakan teknis pembinaan dan 

pengendalian teknis administrasi keuangan di bidang belanja, 

personil  sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
terarahnya pembinaan dan pengendalian; 

h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian administrasi 

keuangan; 
i. melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi keuangan, 

personil secara periodik sesuai dengan program kerja yang telah 

ditetapkan agar hasil pembinaan administrasi keuangan berhasil 
guna dan tidak terjadi kesalahan; 

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan 
administrasi keuangan secara rutin dan atau berkala untuk  
tertibnya administrasi keuangan; 

k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 
agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-
undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan 

karier; 
l. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 

dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 
meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf pada naskah dinas 
yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan 

baik; 
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
(3) Kepala Sub Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan membawahi: 

a. Pengumpul dan Pengelola Data; 

b. Operator Komputer.  
 

Pengumpul dan Pengelola Data  
 

Pasal   68 

Pengumpul dan Pegelola Data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut: 

a. menghimpun dan mempelajari pedoman dan petunjuk   

pengumpulan, pembukuan, pelaporan dan pengolah data  
bidang pembinaan administrasi keuangan sesuai petunjuk 

pimpinan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
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b. mengumpulkan data bidang pembinaan administrasi keuangan 

sesuai  informasi yang masuk dengan mencatat secara sistematis 
untuk bahan evaluasi kegiatan; 

c. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan data 

bidang pembinaan administrasi keuangan sesuai klasifikasinya 
untuk memudahkan penyusunan laporan kegianatn 

pelaksanaan tugas; 
d. menyiapkan hasil olahan data dalam bentuk naskah, garafik, 

statistik, tabel maupun gambar sesuai kebutuhan retribusi 

daerah; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 
 

 
 

Operator Komputer                                                
 

Pasal   69 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut:  

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya 
dengan komputer sesuai dengan instruksinya; 

b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 
c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 

perbaikan;  
d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk 

mencegah kerusakan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah 
 

Pasal   70 

(1) Tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah adalah 
merencanakan, koordinasi pengelola penerimaan pajak, pembuatan 

laporan kegiatan pengendalian, dan melaksanakan verifikasi 
laporan penerimaan pajak daerah secara berkala. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi 
tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan mengarahkan 
dan menjelaskan kepada yang bersangkutan agar setiap tugas 
yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik; 
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c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dengan mengecek 
langsung kepada yang bersangkutan untuk mengetahui 

hambatan dan mengupayakan pemecahannya; 
d. mengoreksi hasil kerja bawahan dengan meneliti dan menelaah 

secara cermat serta memperbaiki hasil kerja yang salah agar 
kegiatan dapat diselesaikan sesuai perencanaan; 

e. mengonsep surat dinas yang berhubungan dengan tugas sesuai 

disposisi dan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

f. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan operasional 

Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah berdasarkan  
program kerja Badan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan pengelolaan pengendalian pendapatan daerah 
dibidang realisasi  penerimaan dan pungutan pajak serta 
retribusi daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 
h. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi terkait pengendalian 

pendapatan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku  
untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; 

i. melaksanakan pengawasan terkait pengendalian pendapatan 

daerah secara rutin untuk menghindari kesalahan; 
j. melaksanakan koordinasi kegiatan pengendalian pendapatan 

daerah dengan instansi terkait  sehubungan dengan realisasi  

penerimaan dan atau pungutan pajak dan retribusi daerah 
dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; 

k. melaksanakan pembinaan terkait pengendalian pendapatan 
daerah melalui kunjungan langsung dan pertemuan, pengarahan 
untuk meningkatkan pendapatan daearah; 

l. melaksanakan monitoring, evalausi dan pelaporan sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 
kendala, hambatan dan bahan laporan; 

m. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani 
dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 

meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf pada naskah dinas 
yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan 
baik; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas; 
o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

(3)  Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah 
membawahi: 
a. Penyusun Bahan Laporan; 

b. Pengumpul Data Bahan Evaluasi dan Pelaporan; 
c. Operator Komputer. 

 
Penyusun Bahan Laporan  

 

Pasal   71 
Penyusun Bahan Laporan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut: 
a. menghimpun dan mengumpulkan data dan petunjuk yang erat 

kaitannya dengan evaluasi verifikasi dan pelaporan dalam 

rangka mendukung pelaksanaan tugas; 
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b. mempersiapkan bahan dan data sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku dalam rangka melaksanakan penyusunan laporan 
evaluasi verifikasi dan pelaporan dan kesempurnaan tugas 
dalam penyusunan laporan; 

c. melaksanakan penyusunan laporan evaluasi verififkasi dan 
pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

memudahkan dan tertibnya pelaksanaan tugas; 
d. menyampaikan hasil penyusunan laporan dalam bentuk naskah, 

grafik, statistik, tabel maupun gambar laporan evaluasi verifikasi 

dan pelaporan sesuai dengan kebutuhan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Pengumpul Data Bahan Evaluasi dan Pelaporan 

 
Pasal  72 

Pengumpul Data Bahan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut: 
a. menerima dan mengumpulkan bahan dari responden 

berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindak 
selanjutnya; 

b. mengelompokkan bahan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk mremudahkan perolehan data yang dibutuhkan; 

c. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang 

terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan penyusunan rencana kerja; 

d. menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang 

masuk sebagai bahan yang akan di perioritaskan; 
e. mengolah dan menyajikan data sesuai jenis penyelenggaraan 

dan permasalahan yang akan ditindak lanjuti; 
f. menyiapkan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan 

pembinaan; 
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pelaporan; 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Operator Komputer 

 
Pasal   73 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut:  

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya 

dengan komputer sesuai dengan instruksinya; 
b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 

perbaikan; 
d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk 

mencegah kerusakan; 
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e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Pemutakhiran Data 
 

Pasal   74 

 
(1) Tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan Dan Pemutakhiran 

Data  adalah merencanakan, koordinasi penyelenggaraan hasil 
pemeriksaan keuangan serta evaluasi pelaporan dan pemutahiran 
data. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Pemutakhiran Data 

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi 

tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 
b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan mengarahkan 

dan menjelaskan kepada yang bersangkutan agar setiap tugas 

yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik; 
c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dengan mengecek 

langsung kepada yang bersangkutan untuk mengetahui 
hambatan dan mengupayakan pemecahannya; 

d. mengoreksi hasil kerja bawahan dengan meneliti dan menelaah 

secara cermat serta memperbaiki hasil kerja yang salah agar 
kegiatan dapat diselesaikan sesuai perencanaan; 

e. menilai perestasi kerja bawahan sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk bahan pengembangan karier; 
f. mengonsep surat dinas yang berhubungan dengan tugas sesuai 

disposisi dan perintah atasan sebagai tindak lanjut pelaksanaan 
tugas; 

g. menyusun konsep petunjuk teknis evaluasi dan pendistribusian 

bahan-bahan pembinaan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk terarahnya Pelaporan dan pemutakhiran data; 

h. melaksanakan perumusan sistim pemutahiran data sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk 
memperoleh suatu rumusan yang benar dan mendapat hasil 

yang baik; 
i. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bendaharawan 

UPTB dalam bidang data  penerimaan dan data wajib pajak 

sesuai prosedur dan ketentuan untuk tercapainya penerimaan; 
j. melaksanakan inventarisasi kegiatan pembinaan dan 

pemutahiran data dengan berpedoman pada ketentuan yang 
berlaku untuk memudahkan pengecekan; 

k. melaksanakan koordinasi terkait laporan hasil pemeriksaan 

Instansi Pemeriksa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya 

sasaran; 
l. melaksanakan pembinaan dan pemutakhiran data sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

tercapainya pelapoaran pemutahiran data; 
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m. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani 
dan atau naskah dinas yang disampaikan kepada atasan dengan 

meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf pada naskah dinas 
yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan 

baik; 
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

(3) Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Pemutakhiran Data 
membawahi: 

a. Pengumpul dan pengelola data; 
b. Penyusun Bahan Laporan; 
c. Operator Komputer. 

 
 

Pengumpul dan Pengelola Data  
 

Pasal   75 

Pengumpul dan pengelola data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut: 
a. menghimpun dan mempelajari pedoman dan petunjuk   

pengumpulan dan pengolah data  bidang evaluasi, pelaporan dan 
pemutakhiran data dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
b. mengumpulkan data bidang evaluasi, pelaporan dan 

pemutakhiran data sesuai  informasi yang masuk dengan 

mencatat secara sistematis untuk bahan evaluasi kegiatan; 
c. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan data 

bidang evaluasi, pelaporan dan pemutakhiran data sesuai 
klasifikasinya untuk memudahkan penyusunan laporan kegiatan 
pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan hasil olahan data dalam bentuk naskah, garafik, 
statistik, tabel maupun gambar sesuai kebutuhan retribusi 
daerah; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

 

Penyusun Bahan Laporan 
 

Pasal   76 
Penyusun Bahan Laporan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 

a. menghimpun dan mengumpulkan data dan petunjuk yang erat 
kaitannya dengan evaluasi, pelaporan dan pemutakhiran data 
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas; 

b. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka melaksanakan 
penyusunan laporan evaluasi, pelaporan dan pemutakhiran data 

untuk kesempurnaan tugas dalam penyusunan laporan; 
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c. melaksanakan penyusunan laporan evaluasi, pelaporan dan 

pemutakhiran data untuk memudahkan dan tertibnya 
pelaksanaan tugas; 

d. menyampaikan hasil penyusunan laporan dalam bentuk naskah, 

grafik, statistik, tabel maupun gambar laporan evaluasi verifikasi 
dan pelaporan sesuai dengan kebutuhan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 
Operator Komputer 

 

Pasal   77 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut:  

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan mengolahnya 
dengan komputer sesuai dengan instruksinya; 

b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program serta 
media yang tidak berfungsi untuk diadakan perbaikan; 

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program serta 

media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan diadakan 
perbaikan;  

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk untuk 
mencegah kerusakan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
 

 
 
 

 
BAB    IV 

 

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal   78 
Pada saat  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 117 Tahun 2013 tentang 

Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan ketentuan lain 

yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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Pasal   79  

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 
                       

Ditetapkan di   Kendari 

pada tanggal 26 Juni 2018 
 

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 
 

TTD 

 
 

TEGUH SETYABUDI 

 
 
 

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal                         2018 
 

      Pj. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 

 
 

TTD 

 
                    ISMA 

 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN  2018  
NOMOR  28 :   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


